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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1.UMUM 

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992, Indonesia 

menjadi salah satu negara yang menyepakati Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate 

Change). Sebagai tindak lanjut, Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 6 Tahun 

1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate 

Change(Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan 

Iklim) yang berisikan 3 (tiga) hal utama, yaitu: (1) tercapainya stabilitas konsensi emisi 

Gas Rumah Kaca (GRK) pada tingkat yang aman; (2) adanya tanggung jawab bersama 

sesuai dengan kemampuan (common but differentiated responsibilities); dan (3) negara 

maju akan membantu negara berkembang (pendanaan, asuransi, dan alih teknologi).  

Lahirnya Bali Roadmap atau Bali Action Plan 2007, Copenhagen Accord 2009, dan 

Cancun Commitments 2010,serta dokumen bertajuk "The Future We Want" yang 

mengintrodusir Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai sebuah target 

pencapaian pembangunan yang ramah lingkungan sebagai hasil dari KTT Rio+20,Juni 

2012 di Rio De Jeneiro, Brasil,merupakan kesepakatan global untuk menciptakan kondisi 

bumi yang lebih baik dari kecenderungan yang ada dalam jangka waktu panjang sampai 

akhir masa berlakunya Protokol Kyoto(tahun2012). Kesepakatan-kesepakatan tersebut, 

walaupun belum secara tegas menetapkan target kuantitatif dan jadwal 

pelaksanaannya,mempengaruhi kebijakan-kebijakan pembangunan nasionalbaik secara 

langsung maupun tidak langsung, termasuk kebijakan pembangunan infrastruktur bidang 

ke-PU-an. 

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia seperti yang disampaikan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono pada pertemuan G-20 di Pittsburgh pada tahun 2009 adalah 

meningkatkan upaya untuk mengurangi emisi GRK sebesar 26% melalui business as 

usual dengan kemampuan sendiri,dan menjadi 41% apabila dengan 

dukunganinternasional. Hal ini memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap 

kebijakan pembangunan nasional pada berbagai sektor yang terkait dengan upaya 

merespon perubahan iklim. 
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1.2.FENOMENA PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA  

Pada bulan April 2007, Laporan ke-4 Working Group II – International Panel on Climate 

Change (IPCC)membuktikan adanya beberapa fenomena perubahan iklim,termasuk 

perubahan temperatur regional, yang berdampak nyata secara fisik dan biologis. 

Sejak periode 1850-1899 hinggaperiode 2001-2005,kenaikan temperatur rata-rata 

mencapai 0.760C.Adapun dalam kurun waktu 1961-2003terjadi kenaikan muka air laut 

global dengan laju rata-rata1.8 mm/tahun. Tercatat pula pada awal abad ke-20, kenaikan 

total muka air laut diperkirakan mencapai 17 cm. 

Laporan tersebut juga menyatakan bahwa kegiatan sosial-ekonomi manusia 

(antropogenik) memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan temperatur global, 

sehingga tanpa upaya yang terstruktur dan berkesinambungan,akandapat menimbulkan 

dampak sangat serius di masa mendatang. 

Terkait dengan perubahan Iklim,terdapat 4 (empat) fenomena sebagai berikut:  

1. meningkatnya temperatur udara; 
2. meningkatnya curah hujan; 

3. meningkatnya muka air laut; dan 

4. meningkatnya intensitas kejadian ekstrim,antara lain: 

- meningkatnya intensitas curah hujan pada musim basah; 

- meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir secara ekstrim; 

- berkurangnya curah hujan dan debit sungai pada musim kemarau serta bertambah 
panjangnya periode musim kering; 

- menurunnya kualitas air pada musim kemarau; 

- meningkatnya intensitas dan frekuensi badai tropis; 

- meningkatnya tinggi gelombang dan abrasi pantai; dan 

- meningkatnyaintrusi air laut. 

Secara garis besar, fenomena tersebut telah dan akanberdampak pada masyarakat 

(misalnyakesehatan) dan permukiman (misalnyainfrastruktur permukiman), kegiatan sosial 

ekonomi (misalnyapertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata), dan ekosistem 

(misalnyalingkungan). 

Dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklimdilakukan upaya-upaya 

pembangunan yang meliputi upaya mitigasi dan upaya adaptasi. 
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Upaya mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapasitas 

penyerapan karbon (carbon sink)dan pengurangan emisi GRK yang difokuskan pada 5 

(lima) bidangdengan kebijakan dan strategi yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 

61 Tahun 2011 tentang  Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi (RAN PE) GRK(Perpres 

61/2011), yang meliputiBidang Pertanian, Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut, Bidang 

Energi dan Transportasi, BidangIndustri, serta BidangPengelolaan Limbah. Adapun upaya 

adaptasi perubahan iklim dilakukan dengan tujuanmengurangi risiko bencana atau 

kerentanan sosial-ekonomi dan lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan iklim, 

meningkatkan daya tahan (resilience) masyarakat dan ekosistem, sertameningkatkan 

keberlanjutan pembangunan nasional dan daerah.  

Dalam upaya adaptasi perubahan iklim, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat 

besar, terutama karakteristik wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, letak geografis 

di daerah beriklim tropis, dan di antara Benua Asia dan Benua Australia serta di 

antaraSamudera Pasifik dan Samudera Hindia,yang oleh karena itu Indonesia sangat 

rentan terhadap perubahan iklim.Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa fakta,antara lain 

kekeringan dan banjir yang berdampak buruk pada ketahanan pangan, kesehatan 

manusia, infrastruktur, permukiman dan perumahan, terutama di daerah pesisir dan 

kawasan perkotaan. 

1.3. PERAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  

Dalam rangka upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Kementerian Pekerjaan 

Umum telah memberikan kontribusi,antara lain:  

(i) terlibat aktif sebagai Delegasi Republik Indonesia dalam forum internasional 

perubahan iklim, antara lainConference of Parties (COP) 13 di Bali, Indonesia;COP 14 

di Poznan, Polandia;COP 15 di Copenhagen, Denmark;COP16 di Bonn, Jerman;COP 

17 di Durban, Afrika Selatan;danberbagai forum pre-COP; 

(ii) terlibat dalam forum-forum pembahasan isu-isu strategisperubahan iklimbaik di tingkat 

nasional, provinsi, maupunkabupaten/kota; 

(iii) terlibatdalam koordinasi penanganan perubahan iklim pada Dewan Nasional 

Perubahan Iklim (DNPI), termasuk dalamupaya adaptasi perubahan iklim melalui 

penyusunan RAN Adaptasi Perubahan Iklim (API)pada Kelompok Kerja (Pokja) 

AdaptasiDNPI; dan 
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(iv) berkomitmendalam pengarusutamaan perubahan iklim dibidang pekerjaan umum dan 

penataan ruangmelalui upaya mitigasi danadaptasi perubahan iklim sebagaimana 

termuat dalam Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 1: Peran Kementerian Pekerjaan Umum  
dalam4 (empat) Upaya Bidang Mitigasi Perubahan Iklim 

 
Kehutanandan Lahan Gambut Pengolahan Limbah Energi danTransportasi Pertanian 

• percepatan penetapan raperda 
tentang rencana tata ruang 
wilayah (RTRW) provinsi dan 
RTRW kabupaten/kota 

• penyusunan raperpres tentang 
rencana tata ruang (RTR) 
kawasan strategis nasional 
(KSN) dan RTR 
pulau/kepulauan 

• audit tata ruang (stock taking) 
wilayah provinsi 

• survey dan pengumpulan data 
hidrologi dan hidrogeologi 
pada lahan bergambut 

• peningkatan, rehabilitasi, dan 
pemeliharaan jaringan 
reklamasi rawa (termasuk 
lahan bergambut) 

• pembentukan tim koordinasi 
dan sekretariat penyusunan 
perencanaan lahan rawa yang 
berkelanjutan 

• pembangunan sarana 
prasarana air limbah 
dengan sistem off-site dan 
on-site 

• pembangunan tempat 
pemrosesan akhir (TPA) 
dan pengelolaan sampah 
terpadureduce, reuse, 
recycle (3R) 

 

• pembangunanatau 
peningkatan preservasi 
jalan 

• penanaman pohon di 
sepanjang jalan nasional 
dan jalan strategis nasional 

• pengembangan bangunan 
dengan konsep hemat 
energi (green building) 

• perbaikan dan 
pemeliharaan jaringan 
irigasi  
 

 
 

Tabel 2: Peran Kementerian Pekerjaan Umum dalam Upaya Adaptasi Perubahan Iklim 
No. Bidang PU 

 RAN API 
PeranKementerian Pekerjaan Umum 

1 SumberDaya Air • peningkatan manajemen prasarana sumber daya air dalam rangka mendukung penyediaan 
air dan ketahanan pangan: 

- pembangunan pengelolaan dan rehabilitasi bendung, embung, dan bendungan, serta 
meningkatkan kualitas pengelolaannya; 

- pengendalian penggunaan air pada sumber air; 
- pemantauan pengelolaan kualitas air pada sumber air; 
- pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi prasarana penyediaan air baku, untuk 

pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, perkotaan, dan industri; 
- pembangunan, pengelolaan, dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi (termasuk subak) 

untuk menjaga ketahanan pangan nasional; 
- pengembangan dan penerapan teknologi irigasi hemat air dalam rangka intensifikasi 

pertanian; dan 
- penyusunan dan pemutakhiran norma, standar, prosedur, dan kriteria(NSPK)untuk 

pengelolaan sumber daya air. 
• pengembangandisaster risk management untuk banjir (sungai, rob, lahar dingin), longsor, dan 

kekeringan: 
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- pembangunan dan/atau pemeliharaan bangunan pantai untuk mengatasi banjir/rob pada 
kota-kota besar di daerah pesisir dan strategis lainnya; 

- pelaksanaan penataan dan penertiban sempadan sungai untuk lokasi-lokasi yang 
mengalami banjir/penyebab banjir; 

- pembangunan, operasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir dan 
kekeringan untuk kota dan kabupaten yang rentan terhadap bencana; 

- peningkatan kapasitas (capacity building) dalam disaster risk management; 
- pembangunan prasarana early warning system untuk antisipasi bencana; 
- penyusunan dan pemutakhiran NSPK untuk disaster risk management sumber daya air; 
- penyusunan rencana tata tanam yang reliable dan pelaksanaan sosialisasinya dalam 

rangka antisipasi kekeringan; 
- penyelenggaraan perbaikan sistem pengelolaan irigasi dengan mengintegrasikan 

pengelolaan risiko perubahan iklim; dan 
- pelaksanaan re-evaluasi pengaturan operasi dan pemeliharaan irigasi untuk 

mengakomodasi dampak perubahan iklim dalam hal bertambahnya atau berkurangnya 
intensitas curah hujan. 

 
• peningkatan manajemen dan mengembangkan prasarana sumber daya air untuk 

pengendalian daya rusak air: 
- pengembangan teknologi, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana untuk 

pengendalian pencemaran air pada sumber air (sungai, danau, dan waduk); 
- pengembangan teknologi, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana untuk 

pengendalian sedimentasi sungai, danau, dan waduk; dan 
- pengembangan teknologi, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana untuk 

pengendalian erosi dan sedimentasi pada pantai. 
 

• peningkatankesadaran dan peran serta masyarakat tentang penyelamatan air: 
- pelaksanaan kampanye hemat air/Gerakan Nasional Penyelamatan Air (GNPA); dan 
- peningkatanperan serta masyarakat dalam gerakan hemat air dan penyelamatan air. 
 

• peningkatan penyediaan dan akses terhadap data dan informasi terkait dengan dampak 
perubahan iklim: 

- penyusunan dan pemutakhiran database mengenai neraca air wilayah sungai untuk 
ketersediaan air di masa depan dengan memperhitungkan perubahan iklim; 

- penyusunan kajian dan database kerawanan kawasan/daerah yang rentan terhadap 
bencana dampak perubahan iklim; dan 

- pelaksanaan rasionalisasi jaringan pos hidrologi dan penerapan teknologi telemetri dalam 
forecasting untuk memantau dampak perubahan iklim. 

 
2 Jalan dan 

Jembatan 
• Pengurangan risiko terganggunya fungsi jalan yang bersumber pada dampak banjir, kenaikan 

muka air laut, longsor, dan abrasi: 
- pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan nasional; dan 
- pembinaan pelaksanaan preservasi dan kapasitas jalan dan fasilitasi jalan bebas 

hambatan dan perkotaan. 
 

3 Keciptakaryaan • pembinaan dan pengembangan infrastruktur pemukiman: 
- pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan dalam pengembangan 

permukiman; 
- pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam penataan bangunan dan lingkungan, 

termasuk pengelolaan gedung dan rumah negara; 
- pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola 

investasi, serta pengelolaan pengembangan infrastruktur sanitasi dan persampahan; 
- pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola 

investasi, serta pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM); 
- dukungan manajemen bidang permukiman; 
- penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerja sama luar negeri, data informasi, 

serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman; dan 
- badan pendukung pengembangan SPAM. 
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4 Penataan Ruang • penyediaan akses dan pengolahan data dan informasi terkait dengan perubahan iklim 
terhadap tata ruang: 

- pemutakhiran data mengenai perubahan penggunaan lahan akibatperubahan iklim; dan 
- pengolahan data geospasial. 
 

• perencanaan tata ruang: 
- Identifikasi kawasan (kabupaten/kota) yang mengalami dampak perubahan iklim; 
- percepatan proses revisi RTRW provinsi dan/atau RTRW kabupaten/kota yang terkena 

dampak perubahan iklim; dan 
- penyiapan rencana detil tata ruang (RDTR) kawasan yang responsif secara fisik, 

teknologi, dan sosial. 
-  

• pemanfaatan ruang: 
- penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan minimal dengan luas 30% (tiga puluh 

persen) dari luas wilayah dalam rangka penurunan temperatur; dan 
- urban restoration. 
 

• pengendalian pemanfaatan ruang: 
- arahan peraturan zonasi pada kawasan yang terkena dampak perubahan iklim; 
- arahan perizinan; 
- perangkat insentif disinsentif; dan 
- arahan sanksi berupa sanksi administratif. 
-  

• peningkatan kapasitas kelembagaan: 
- pengembangan kegiatan adaptasi (capacity building)aparat; dan 
- penyusunan model pemetaan ruang yang responsif terhadap perubahan iklim di wilayah 

dan kawasan perkotaan. 
 

• pembinaan dan pengawasan penataan ruang: 
- penyiapan NSPK; dan 
- sosialisasi RTR dan NSPK. 
- pemantauan,evaluasi, danpelaporan. 

 
Sesuai dengan karakteristik perubahan iklim yang bersifat jangka panjang dan berkaitan 

satu dengan yang lain dalam satu kesatuan sistemik, untuk menjalankan fungsinya dalam 

memberikan dukungan terhadap sektor/bidang yang lain,Kementerian Pekerjaan 

Umummembutuhkan dukungan komitmen dan kerjasama antarbidang/sektor, 

antarwilayah, maupun antarpemangku kepentingan lainnya.  

Terkaitdengan pengarusutamaanaspek perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur 

bidang ke-PU-an telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan 

Umum2010-2014, yang antara lain memuatpenegasanperubahan iklim sebagai isu 

strategis dan tantangan, serta landasanpembangunan infrastruktur ke-PU-an terkait 

dengan perubahan iklim, yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan dan strategi 

masing-masing bidang/subbidang. 

Sebagai bentuk komitmen Kementerian Pekerjaan Umum terhadap upaya mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim, telah ditetapkanKeputusan Menteri PU No. 449/KPTS/M/2010 

tentang Pembentukan Tim Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Pekerjaan 
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Umum (Tim MAPI PU) untuk mendukung perwujudan pembangunan infrastruktur bidang 

ke-PU-an berbasis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Adapun tugasTIM MAPI PU 

dimaksud yaitumenunjang kelancaran tugas Kementerian Pekerjaan Umum dalam 

penanganan dan antisipasi dampak perubahan iklim serta untuk kelancaran koordinasi 

antarunit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang tugas dan fungsinya 

berhubungan dengan penanganan perubahan iklim. 

 

1.4. ISTILAH DAN DEFINISI 

1. Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Pekerjaan 

Umum yang selanjutnya disebut RAN MAPI Kementerian Pekerjaan Umum adalah 

dokumen program kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam rangka 

mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. 

2. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkanlangsung atau tidak 

langsung oleh aktivitas manusia sehinggamenyebabkan perubahan komposisi 

atmosfer secara global danselain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah 

yangteramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 

3. Infrastruktur Bidang ke-PU-an adalah infrastruktur subbidang sumber daya air, 

subbidang jalan dan jembatan, subbidang perumahan dan permukiman, dan 

subbidang penataan ruang. 

4. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat 

perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan 

penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi. 

5. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman 

iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim 

berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan 

konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.  

6. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum. 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.1194 20

7. Tim Teknis Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Pekerjaan Umum 

yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang bertugas untuk merumuskan, 

menyusun rencana dan program, melaksanakan sosialisasi, melakukan monitoring 

dan evaluasi berbasis measurement, reporting, and verification (MRV), serta 

menyusun, menyiapkan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait 

dengan RAN MAPI bidang ke-PU-an dan program pembangunan bidang ke-PU-an 

yang berbasis MAPI. 

8. Gas Rumah Kaca adalah kumpulan gas yang terdapat di atmosfer, yang memiliki 

kemampuan menyerap radiasi inframerah yang berasal dari radiasi terestrial, awan, 

atau dari atmosfer. 

9. Sistem MRV adalah sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang transparan, 

komparabel, koheren, lengkap, dan akurat untuk pelaksanaan perubahan iklim,serta 

merupakan jaminan komitmen negara-negara peratifikasi UNFCCC dalam 

implementasi kegiatan perubahan iklim. 

10. NSPK adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis pelaksanaan dari suatu 

urusan pemerintahan yang disusun dan dituangkan dalam peraturan menteri. 

11. Subbidang Sumber Daya Air adalah salah satu subbidang pekerjaan umum yang 

meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengembangan, pengawasan 

dan pengendalian sumber daya air, dengan pelaksanaan tugas utamanya dilakukan 

oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Sumber Daya Air , serta dukungan dari unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian 

Pekerjaan Umum. 

12. Subbidang Jalan dan Jembatan adalah salah satu subbidang di pekerjaan umum yang 

meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan 

pengawasan jalan dan jembatan, dengan pelaksanaan tugas utamanya dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Bina Marga dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan 

Jembatan, serta dukungan dari unit kerja terkait lainnya di lingkungan Kementerian 

Pekerjaan Umum. 
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13. Subbidang Keciptakaryaan adalah salah satu subbidang pekerjaan umum yang 

meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunandan pengawasan sarana dan 

prasarana perumahan dan permukiman, dengan pelaksanaan tugas utamanya 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Permukiman, serta dukungan dari unit kerja terkait lainnya di 

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 

14. Subbidang Penataan Ruang adalah salah satu subbidang pekerjaan umum yang 

meliputipenyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional dan koordinasi, fasilitasi, 

pengawasan penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, 

dengan pelaksanaan tugas utamanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penataan 

Ruang serta dukungan dari unit kerja terkait lainnya di lingkungan Kementerian 

Pekerjaan Umum. 

 

1.5. KEBIJAKAN MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 

Terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Kementerian Pekerjaan Umum 

menetapkan kebijakan sebagai berikut: 

1. menerapkan perencanaan tata ruang nasional dan wilayah yang aman, nyaman, 

produktif, dan berkelanjutan; 

2. meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk menjamin ketahanan pangan 

dan mengurangi risiko banjir, longsor, kekeringan, dan abrasi pantai; 

3. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur  perumahan dan permukiman di 

perkotaan dan perdesaan untuk mengurangi potensi banjir/genangan, krisis air dan 

sanitasi; dan 

4. meningkatkan kualitas pelayanan jalan dan jembatan untuk memenuhi kebutuhan 

mobilitas dan aksesibilitas sosial ekonomi masyarakat. 

Kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam strategi, sasaran, output, komponen, dan 

anggaranbidang pekerjaan umum dan penataan ruang,yang terdiri atas 4 (empat) 

subbidang yaitu subbidang sumberdaya air, subbidang jalan dan jembatan, subbidang 

keciptakaryaan, dan subbidang penataan ruang,dengan fokus penanganan dalam upaya 

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai berikut: 
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1. Subbidang SumberDaya Air, meliputi: 

a. upaya mitigasiperubahan iklim yang berupa pengelolaan tata air lahan gambut pada 

kawasan rawadengan penyiapan MRV; dan 

b. upaya adaptasi perubahan iklimyang berupapelaksanaan rehabilitasi sistem jaringan 

irigasi yang hemat air dan pelaksanaanprogram Gerakan Nasional Kemitraan 

Penyelamatan Air (GNKPA); 

2. Subbidang Jalan dan Jembatan, meliputi: 

a. upaya mitigasiperubahan iklim yang berupapenanganan kemacetan dan 

penggunaan material jalan yang ramah lingkungan; dan 

b. upaya adaptasi perubahan iklimyang berupapenurunan risiko kerusakan jalan akibat 

dampak perubahan iklim; 

3. Subbidang Keciptakaryaan, meliputi: 

a. upaya mitigasiperubahan iklim yang berupapengelolaan sampah dan limbah, 

terutamauntuk menurunkan emisi gas metana, serta pengelolaan bangunan dan 

lingkungan hemat energi; dan 

b. upaya adaptasi perubahan iklimyang berupapengaktifanGerakan Hemat Air (GHA) 

dan penanganan sistem drainase yang mampu mengantisipasi dampak perubahan 

curah hujan yang ekstrim; 

4. Subbidang Penataan Ruang, meliputi: 

a. upaya mitigasiperubahan iklim yang berupaperwujudan 30% (tiga puluh persen) 

kawasan konservasi pada daerah aliran sungai (DAS) yang ditujukan untuk 

meningkatkan penyerapan karbon(carbon sink)melalui percepatan penetapan 

raperda tentang RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota serta pengarusutamaan 

konsep ekonomi rendah karbon (low carbon economy) dalam penyelenggaraan 

penataan ruang; dan 

b. upaya adaptasi perubahan iklim yang berupapengidentifikasian wilayah 

kabupaten/kotayang rentan terkena dampak perubahan iklim melalui pendampingan 

dalam penyusunan rencana rinci tata ruang. 

Kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklimbidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang yang memuat strategi, sasaran, output, komponen, dan anggaransecara rinci 

tercantum dalam Tabel 3 sampai dengan Tabel 18.Strategidan outputmasing-masing 

subbidangpekerjaan umum dan penataan ruangsesuai dengan tabel lampiran Renstra 
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Kementerian Pekerjaan UmumTahun 2010-2014, sementara sasaran merupakan 

penjabaran dari sasaran dalam Renstra Kementerian Pekerjaan UmumTahun 2010-2014. 

 

1.6.MAKSUD DAN TUJUAN 

RAN MAPI Kementerian Pekerjaan Umum dimaksudkan sebagai acuan dalam 

penyusunan program pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk 

mengantisipasi perubahan iklim baik dalam rangka mengurangi emisi karbon maupun 

dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim. 

Tujuan RAN MAPI Kementerian Pekerjaan Umum adalah untuk memperkuat upaya-upaya 

strategis Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan di bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruangyang responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.  

 

1.7.ACUAN NORMATIF  

RAN MAPI Kementerian Pekerjaan Umum disusun berdasarkan: 
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan tentang United Nations 

Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim); 

2. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang SumberDaya Air; 
5. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025; 
7. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
8. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 
9. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
10. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional; 
11. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 
12. Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan 

Emisi Gas Rumah Kaca; 
13. Peraturan Presiden No.71 Tahun 2011 tentang tentang Penyelenggaraan 

Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional; 
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14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Nasional 
Strategi Pengembangan Perkotaan; 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan 
Strategi Nasional Pengembangan (KSNP) Sistem Penyediaan Air Minum; 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan 
Strategi Nasional Pengembangan (KSNP-SPP) Sistem Pengelolaan Persampahan; 
dan 

17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 139/KPTS/M/2012tentang Perubahan atas 
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 449/KPTS/2010 tentangPembentukan Tim 
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI) Kementerian Pekerjaan Umum. 
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BAB II 
SUBBIDANG SUMBER DAYA AIR  

 
 

RAN MAPI Subbidang Sumber Daya Air merupakan dokumen program kerja 
untukmelaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengembangan, 

pengawasan dan pengendalian sumber daya air, dalam rangka mitigasi dan adaptasi 
terhadap dampak perubahan iklim,yang terdiri atas 2 (dua) tahapan, yaitu:  

 
1) RAN MAPI Jangka Panjang Tahun 2012-2020 Subbidang Sumber Daya Air; dan  
2) RAN MAPI Jangka Menengah Tahun 2012-2014 Subbidang Sumber Daya Air.  

 

RAN MAPI Jangka Panjang Tahun 2012-2020 Subbidang Sumber Daya Air  memuat 3 (tiga) 
bagian penting, yaitu: (i) strategi mitigasi atau adaptasi,(ii) sasaran tahun 2012-2014, dan (iii) 

sasaran tahun 2015-2020.Untuk RAN Mitigasi Jangka Panjang Subbidang Sumber Daya Air 
disajikan pada Tabel 3 dan RAN Adaptasi Jangka Panjang Subbidang Sumber Daya Air 

disajikan pada Tabel 5. 

RAN MAPI Jangka Menengah Tahun 2012-2014 Subbidang Sumber Daya Air merupakan 
upaya penjabaran Sasaran Tahun 2012-2014 pada RAN MAPI Jangka Panjang, meliputi 
rencana:(i) output  (yang disesuaikan dengan format program dalam Renstra Kementerian 
Pekerjaan Umum), (ii) komponen, (iii) tahun pelaksanaan, dan (iv) perkiraan biaya (juta Rp). 

Untuk RAN Mitigasi Jangka Menengah Subbidang Sumber Daya Air disajikan pada Tabel 4 
dan RAN Adaptasi Jangka Menengah Subbidang Sumber Daya Air disajikan pada Tabel 6. 
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BAB III 
SUBBIDANG JALAN DAN JEMBATAN 

 
 

RAN MAPI Subbidang Jalan dan Jembatan merupakan dokumen program kerja untuk 
melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan 

pengawasan jalan dan jembatan, dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap dampak 
perubahan iklim, yang terdiri atas 2 (dua) tahapan, yaitu:  

 
1) RAN MAPI Jangka Panjang Tahun 2012-2020 Subbidang Jalan dan Jembatan; dan 
2) RAN MAPI Jangka Menengah Tahun 2012-2014 Subbidang Jalan dan Jembatan.  
 

RAN MAPI Jangka Panjang Tahun 2012-2020 Subbidang Jalan dan Jembatan memuat 3 
(tiga) bagian penting, yaitu: (i) strategi mitigasi atau adaptasi, (ii) sasaran tahun 2012-2014, 

dan (iii) sasaran tahun 2015-2020. Untuk RAN Mitigasi Jangka Panjang Subbidang Jalan dan 
Jembatan disajikan pada Tabel 7 dan RAN Adaptasi Jangka Panjang Subbidang Jalan dan 

Jembatan disajikan pada Tabel 9. 

RAN MAPI Jangka Menengah Tahun 2012-2014 Subbidang Jalan dan Jembatan merupakan 
upaya penjabaran sasaran tahun 2012-2014 pada RAN MAPI Jangka Panjang, meliputi 

rencana: (i) output (yang disesuaikan dengan format program dalam Renstra Kementerian 
PU), (ii) komponen, (iii) tahun pelaksanaan, dan (iv) perkiraan biaya (juta Rp). Untuk RAN 

Mitigasi Jangka Menengah Subbidang Jalan dan Jembatan disajikan pada Tabel 8 dan RAN 
Adaptasi Jangka Menengah Subbidang Jalan dan Jembatan disajikan pada Tabel 10. 
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BAB IV 
SUBBIDANG KECIPTAKARYAAN 

 

RAN MAPI SubbidangKeciptakaryaan merupakan dokumen program kerja untuk 
melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sarana dan 

prasarana perumahan dan permukiman di perkotaan dan perdesaan, dalam rangka mitigasi 
dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim,terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu:  

1) RAN MAPI Jangka Panjang Tahun 2012-2020 SubbidangKeciptakaryaan; dan 

2) RAN MAPI Jangka Menengah Tahun 2012-2014 SubbidangKeciptakaryaan. 

RAN MAPI Jangka Panjang Tahun 2012-2020 SubbidangKeciptakaryaan memuat 3 (tiga) 

bagian penting, yaitu: (i) strategi mitigasi atau adaptasi,(ii) sasaran tahun 2012-2014, dan (iii) 
sasaran tahun 2015-2020.Untuk RAN Mitigasi Jangka Panjang 

SubbidangKeciptakaryaandisajikan pada Tabel 11 dan RAN Adaptasi Jangka Panjang 
SubbidangKeciptakaryaan disajikan pada Tabel 13. 

RAN MAPI Jangka Menengah Tahun 2012-2014 SubbidangKeciptakaryaan merupakan upaya 

penjabaran Sasaran Tahun 2012-2014 pada RAN MAPI Jangka Panjang,meliputi rencana:(i) 
output (yang disesuaikan dengan format program dalam Renstra Kementerian PU), (ii) 

komponen, (iii) tahun pelaksanaan, dan (iv) perkiraan biaya (juta Rp). Untuk RAN Mitigasi 
Jangka Menengah SubbidangKeciptakaryaandisajikan pada Tabel 12 dan RAN Adaptasi 
Jangka Menengah SubbidangKeciptakaryaan disajikan pada Tabel 14. 
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BAB V 
SUBBIDANG PENATAAN RUANG 

 
RAN MAPI Sub Bidang Penataan Ruang merupakan dokumen program kerja untuk 
menyelenggarakan penataan ruang wilayah Nasional dan koordinasi, fasilitasi, pengawasan 

penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dalam rangka mitigasi 
dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim,yang terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu:  

 
 
1) RAN MAPI Jangka Panjang Tahun 2012-2020 SubbidangPenataan Ruang; dan 

2) RAN MAPI Jangka Menengah Tahun 2012-2014 SubbidangPenataan Ruang.  

 

RAN MAPI Jangka Panjang Tahun 2012-2020 SubbidangPenataan Ruangmemuat 3 (tiga) 

bagian penting, yaitu: (i) strategi mitigasi atau adaptasi,(ii) sasaran tahun 2012-2014, dan (iii) 
sasaran tahun 2015-2020.Untuk RAN Mitigasi Jangka Panjang SubbidangPenataan 

Ruangdisajikan pada Tabel 15 dan RAN Adaptasi Jangka Panjang SubbidangPenataan 
Ruangdisajikan pada Tabel 17. 

 

RAN MAPI Jangka Menengah Tahun 2012-2014 SubbidangPenataan Ruangmerupakan 
upaya penjabaran Sasaran Tahun 2012-2014 pada RAN MAPI Jangka Panjang, meliputi 

rencana(i) output (yang disesuaikan dengan format program dalam Renstra Kementerian PU), 
(ii) komponen, (iii) tahun pelaksanaan, dan (iv) perkiraan biaya (juta Rp). Untuk RAN Mitigasi 
Jangka Menengah SubbidangPenataan Ruangdisajikan pada Tabel 16 dan RAN Adaptasi 

Jangka Menengah SubbidangPenataan Ruangdisajikan pada Tabel 18. 
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BAB VI 
PENUTUP 

  

Dalam rangka pelaksanaanmitigasi dan adaptasi perubahan iklim bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang,diperlukan komitmen bersama dari seluruh unit kerja di lingkungan 

Kementerian Pekerjaan Umum untuk menjadikan RAN MAPI Kementerian Pekerjaan 

Umum sebagai salah satu acuan perencanaan program pembangunan bidang pekerjaan 

umum dan penataan ruang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra 

Kementerian Pekerjan Umum 2010-2014.Untuk efektivitas pelaksanaan RAN MAPI 

Kementerian Pekerjaan Umum, dilakukan secara terkoordinasi melalui Tim MAPI 

Kementerian Pekerjaan Umum, dengan mendapatkan dukungan aktif dari setiap pihak 

terkait yang akuntabel didalam pelaksanaan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 
 

  
MENTERI PEKERJAAN UMUM 
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